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Abstract

The national legislation program of 2010 determined that the space law
draft shall be prioritized. It shall comprise regulations pertaining to responsibi
lities borne by private outer space activities. In this article, | shall propose an
ideal scheme of responsibility distribution between state and private according
to national and international law on outer-space. . To that purpose a comparison
with laws promulgated by other countries will be performed.

PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan
UU tentang Keantariksaan sebagai
salah satu prioritas dalam Prolegnas
2010. Hal tersebut lumrah karena
sampai saat ini kegiatan ruang ang
kasa masih belum diatur dalam ting
kat undang-undang walaupun per
kembangan kegiatan tersebut sang
at pesat dan melibatkan berbagai
instansi pemerintah dan swasta.
Selain itu pengundangan UU ter
sebut juga mendesak karena dalam
beberapa tahun ke depan stasiun
peluncur satelit kerjasama Indone
sia-Rusia di Biak akan mulai ber
operasi.

Adanya elemen swasta dan
asing tersebut dalam kegiatan ruang
angkasa perlu diatur dalam undang
UU Keantariksaan yang akan da
tang, khususnya berkaitan dengan
masalah pertanggungjawaban atas
kegiatan ruang angkasa yang dilaku

kan pihak swasta dan asing. Artikel
ini akan memaparkan bagaimana
pertanggungjawaban negara dan
swasta sebaiknya diatur dalam
hukum ruang angkasa nasional
dengan mengacu pada peraturan-
peraturan hukum ruang angkasa
internasional.

Artikel ini dibagi dalam dua bagi
an. Bagian pertama membahas pe
ngaturan pertanggungjawaban nega
ra atas kegiatan swasta dalam hu
kum ruang angkasa internasional
dan efek pengaturan tersebut terha
dap hukum nasional ruang angkasa.
Selanjutnya bagian kedua akan me
maparkan pengaturan pertanggung
jawaban atas kegiatan ruang ang
kasa oleh pihak swasta dalam hu
kum nasional beberapa negara ma
ju. Dari pemaparan tersebut akan
terlihat skema pengaturan pertang
gungjawaban atas kegiatan ruang
angkasa oleh pihak swasta sebagai
bahan perbandingan bagi penyusun
an UU Keantariksaan.

" Penulis lulus dari Fakultas Hukum UNPAR pada tahun 2009. Penulis adalah pemerhati hukum ruang
angkasa setelah meraih penghargaan Best Oralist dan Best Memorials pada ajang Manfred Lachs
International Space Law Moot Court Competition tahun 2006 di Svdney, Australia.
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TANGGUNG JAWAB INDONE

SIA ATAS KEGIATAN RUANG

ANGKASA OLEH SWASTA DA
LAM HUKUM RUANG ANGKA

SA INTERNASIONAL

Hukum ruang angkasa merupa
kan rezim hukum yang sebagian be
sar diatur berdasarkan konvensi-
konvensi internasional ruang angka
sa yang juga telah diratifikasi oleh
Indonesia. Ada dua konvensi yang
mengatur pertanggungjawaban atas
kegiatan ruang angkasa: Outer
Space Treaty 1967 dan Liability
Convention 1972.°% Outer Space
Treaty merupakan perjanjian yang
pertama muncul dan mengatur ke
rangka dan asas-asas dasar hukum
ruang angkasa. Liability Convention
dapat dipandang sebagai penjabar
an dari Outer Space Treaty sehing
ga pembahasan dimulai dari Outer
Space Treaty dan dijabarkan lebih
lanjut dari Liability Convention.

Pertanggungjawaban negara di
atur dalam pasal 7 Outer Space
Treaty. Pasal tersebut berbunyi:

“Each State Party to the Treaty

that launches or pro cures the

launching of an object into outer
space, in cluding the Moon and
other celestial bodies, and each

State Party from whose terri tory

or facility an object is launched,

is internationally liable for
damage to another State Party
to the Treaty or to its natural or
juridical persons by such object
or its com ponent parts on the
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Earth, in air space or in outer
space, including the Moon and
other celestial bodies.”

Pasal 7 tersebut kemudian dielabo
rasi oleh Liability Convention.®
Pasal 2 Liability Convention ber
bunyi:
‘A launching State shall be
absolutely liable to pay com
pensation for damage caused by
its space object on the surface of
the Earth or to aircraft flight.”

Sementara itu pasal 3 Liability Con

vention berbunyi:
“In the event of damage being
caused elsewhere than on the
surface of the Earth to a space
object of one launching State or
to persons or property on board
such a space object by a space
object of another launching
State, the latter shall be liable
only if the damage is due to its
fault or the fault of persons for
whom it is responsible.”

Dari ketiga pasal tersebut, dapat di
simpulkan bahwa: (i) Negara ber
tanggung jawab atas ganti rugi ter
hadap kerugian yang timbul karena
kegiatan ruang angkasa oleh enti
tas non-negara; (ii) tanggung jawab
tersebut bersifat absolut (absolute
liability) apabila kerugian dialami di
permukaan Bumi atau di ruang ang
kasa,; (iii) kewajiban tersebut tergan
tung kepada kesalahan (fault
liability) negara apabila kerugian
negara lain atau warga negara lain

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space,

including the Moon and Other Celestial Bodies. 19 Desember 1966. 610 U.N.T.S 205. Entry into force
10 Oktober 1967 [selanjutnya disebut Outer Space Treaty 1967)]; Convention on International
Liability for Damage Caused by Space Objects. 29 November 1971, 961 U.N.T.S. 187. Entry into force
1 September 1972 [selanjutnya disebut Liability Convention 1972];
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I. H. Ph. Diederiks-Verschoor. 1993. An Introduction to Space Law. Deventer: Kluwer Law and

Taxation. Hal. 32 [selanjutnya disebut Diederiks-Verschoor]; Vladimir Kopal. 2003. Introduction to
the United Nations Treaties and Principles on Outer Space. Paris: |.1.5.L. Hal. 5 [selanjutnya disebut

Kopall.
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diderita di ruang angkasa. Ada tiga
hal berkaitan dengan liability yang
patut ditelaah lebih jauh. Pertama,
negara manakah yang menjadi
launching State yang harus mem
berikan ganti rugi. Kedua, apa yang
dimaksud dengan absolute liability.
Ketiga, apa yang dimaksud dengan
fault liability dan mengapa muncul
pembedaan antara absolute liability
dan fault liability dalam hukum
ruang angkasa. Terakhir akan di
bahas efek pengaturan pertang
gungjawaban dalam Outer Space
Treaty dan Liability Convention ter
hadap hukum nasional ruang
angkasa.

“Launching State” yang menang
gung liability.

Definisi faunching state diatur
oleh pasal 1 Liability Convention. Pa
sal tersebut mengartikan “launching
State” sebagai:

“(i) A State which launches or

procures the launching of a

space object;

(i) A State from whose territory

or facilty a space object is

launched.”®®

Berdasarkan arti diatas, ada ke
mungkinan bahwa dalam setiap pe
luncuran satelit terdapat lebih dari
satu launching State. Selanjutnya
dari antara launching states atas sa
tu satelit, masing-masing /aunching
states tersebut bertanggung jawab
untuk memberikan keseluruhan gan
ti rugi atas kerugian yang dialami Ei
hak ketiga secara renteng.’

60

Kewajiban tersebut di dasarkan atas

pasal 5 Liability Convention yang

menyatakan bahwa:
“‘Whenever two or more States
Jointly launch a space object,
they shall be jointly and severally
liable for any damage caused. A
launching State which has paid
compensation for damage shall
have the right to present a claim
for indemnification to other part
icipants in the joint launching. "

Bin Cheng menyarankan agar ne
gara-negara yang berstatus /aun
ching states agar mengikatkan diri
dalam suatu perjanjian untuk menga
tur masalah indentifikasi atau pem
bagian kewajiban memberikan ganti
rugi diantara mereka sendiri sebagai
implementasi pasal 5(2) Liability
Convention.®® Selanjutnya, sebagai
mana dijelaskan diatas, tanggung ja
wab launching state ter sebut dibe
dakan antara absolute liability dan
fault liability. Berikut ini akan diba
has masing-masing macam liability
tersebut.

TANGGUNG JAWAB LAUN
CHING STATE ATAS DASAR
ABSOLUTE LIABILITY

Pasal 2 Liability Convention me
nyatakan bahwa tanggung jawab
launching state atas ganti rugi untuk
kerugian yang diderita negara lain
atau warga negara lain di permuka
an Bumi atau di ruang angkasa ada
lah absolut. Absolute liability berarti
launching state tetap bertanggung

Liability Convention 1972. Supro note 1. Pasal 1(c). Sementara Itu sesual dengan pasal 1(d) definisi “space

object” mencakup pula bagian-bagian dari space object, alat atau satelit peluncur, dan baglan-bagian dari alat

atau satelit peluncur tersebut.
61

[selanjutnya disebut van Bogaert].

E.R.C. van Bogaert. 1986. Aspects of Space Low. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers. Hal. 169

%2 Bin Cheng. 1997. Studies in International Space Law. London: Clarendon Press. Hal. 639-640 [selanjutnya disebut

Cheng].
® Diederiks-Verschoor. Supra note 2. Hal. 33.
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jawab memberikan ganti rugi walau
pun tidak ada kesalahan oleh laun
ching state atau operator satelit.*
Pertanggungjawaban tersebut ber
laku dalam keadaan apa pun, bah
kan dalam keadaan force majeu
8 Selain itu launching State tidak
dapat membela diri dengan sekedar
membuktikan bahwa ia tidak melaku
kan kesalahan apa un yang menye
babkan kerugian.®® Satu-satunya
pembelaan yang dapat diajukan
untuk mengelak dari pertanggung
jawaban diatur oleh pasal 6 Liability
Convention yang  menyatakan
bahwa:
“Exoneration from absolute liabi
lity shall be granted to the extent
that a launching State establi
shes that the damage has result
ed either wholly or partially from
gross negligen ce or from an act
or omission done with intent to
cause damage on the part of a
claimant State or of na tural or
juridical persons it repre sents.”

Latar belakang munculnya kon
sep absolute liability berawal dari si
fat kegiatan ruang angkasa sendiri
yang penuh resiko dan sangat ber
bahaya (ultra-hazardous activity).® -
Sejak awal negosiasi Liability Con
vention, sudah ada konsensus bah

wa kegiatan ruang angkasa meru
pakan kegiatan yang sangat berba
haya (ultra-hazardous activi ties).%®

Karena lokasinya di ruang ang

* Ibid.
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kasa, maka kegiatan ruang angkasa
bukanlah kegiatan yang umum dila
kukan. Selain itu kegiatan ruang
angkasa menggunakan teknologi
yang luar biasa rumit. Karena itu
korban yang mengalami kerugian
akan sangat kesuhtan untuk mem
buktikan kesalahan.®® Resiko dalam
kegiatan ruang angkasa juga tidak
dapat dihapus atau diminimalisir
bahkan walaupun dengan kehati-
hatian ruang biasa.”® Karena itu
absolute liability dipandang tepat
sebagai dasar ganti rugi atas kerugi
an yang terjadi di permukaan Bumi.

IV. TANGGUNG JAWAB LAUN
CHING STATE ATAS DASAR
FAULT LIABILITY

Pasal 3 Liability Convention me
nyatakan bahwa tanggung jawab
launching state atas ganti rugi untuk
kerugian yang diderita negara lain
atau warga negara lain di ruang ang
kasa didasarkan atas kesalahan
(fault liability). Dalam praktek pem
buktian kesalahan tidak terlalu me
nimbulkan masalah karena sebagi
an besar kesalahan dalam kegiatan
ruang angkasa dapat dibuktikan
resipsa loquitur.”" Contohnya ada
lah kecelakaan yang terjadi karena
operator satelit menempatkan sate
litnya di orbit yang diketahui sudah
di tempati satelit lain. Contoh lain
yang mungkin dapat terjadi adalah
apabila sudah jelas satelit mana

Dalam hal ini absolute liability berbeda dengan strict liability. Dalam strict liability, tergugat dapat

membela diri dengan sekedar membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan kesalahan tergugat.
Lihat, misalnya, Patricia W. Birnie & Alan E. Boyle. 1994. International Law & the Environment.

Oxford: Clarendon Press. Hal. 142.
66

 van Bogaert. Supra note 4. Hal. 166.

% Ibid, hal. 166-167.
% Diederiks-Verschoor. Supra note 2. Hal. 33
e Lee, Supra note 5. Hal. 10-11.

Diederiks-Verschoor. Supra note 2. Hal, 33-4.
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yang rusak sehingga menabrak sate
lit lain dan menimbulkan kerugian
bagi pemilik satelit lain tersebut.

Hukum ruang angkasa membe
dakan keadaan yang menimbulkan
fault liability dari absolute liability ka
rena ketika kerugian dialami oleh
pihak yang juga melakukan kegiat
an ruang angkasa maka hilang pula
ratio juris untuk memberlakukan
absolute liability.”? Negara atau war
ga negara korban, sebagai pelaku
kegiatan ruang angkasa, akan da
pat membuktikan adanya kesalahan
oleh tergugat karena mereka diang
gap sama-sama menguasai tekno
logi ruang angkasa. Selain itu apa
bila terjadi kerugian di ruang ang
kasa maka resiko kerugian hanya
akan ditanggung oleh negara atau
warga negara pelaku kegiatan ru
ang angkasa itu sendiri. Tidak akan
ada resiko kerugian bagi orang
awam di permukaan Bumi.” Karena
itu apabila kerugian terjadi di ruang
angkasa terhadap satelit lain, fault
liability dipandang tepat sebagai da
sar ganti rugi.”

V. RINGKASAN

Negara sebagai launching states
secara langsung bertanggung jawab
atas ganti rugi apabila kegiatan ru
ang angkasa yang dilakukan oleh pi
hak swasta menimbulkan kerusakan
atau kerugian bagi pihak lain.
Tanggung jawab tersebut didasar
kan atas absolute liability apabila ke
rugian terjadi dipermukaan Bumi
atau ruang angkasa dan atas dasar
fault liability apabila kerugian terjadi
di ruang angkasa.

Pengaturanpertanggungjawaban

 Ibid. Hal. 11.

van Bogaert. Supra note 4. Hal. 168.

Ibid.

Diederiks-Verschoor. Supra note 2. Hal. 34,
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negara tersebut mengikat Indone
sia sebagai negara yang telah mera
tifikasi Outer Space Treaty dan
Liability Convention. Dengan demiki
an Indonesia wajib untuk mengimple
mentasikan pengaturan tersebut da
lam tataran hukum nasional. Bagian
selanjutnya dari artikel ini akan mem
bahas efek pengaturan pertanggung
jawaban negara dalam hukum ru
ang angkasa internasional terhadap
pengaturan pertanggungjawaban ne
gara dan swasta dalam hukum ru
ang angkasa nasional negara-nega
ra termasuk Indonesia.

VI. EFEK PENGATURAN PER
TANGGUNGJAWABAN NEGA
RA DALAM HUKUM RUANG
ANGKASA INTERNASIONAL
TERHADAP HUKUM NASIO
NAL RUANG ANGKASA

Berdasarkan pengaturan dalam
Outer Space Treaty dan Liability
Convention diatas, maka negara se
cara langsung bertanggung jawab
atas ganti rugi apabila kegiatan ru
ang angkasa yang dilakukan oleh
pihak swasta menimbulkan kerusak
an atau kerugian bagi pihak lain.
Tanggung jawab tersebut tetap ada
bahkan walaupun negara sebenar
nya tidak terlibat dalam kegiatan ru
ang angkasa yang dilakukan oleh pi
hak swasta. Negara tentu tidak ingin
menanggung pemenuhan tanggung
jawab yang seharusnya menjadi be
ban pihak swasta. Namun hukum ru
ang angkasa internasional sendiri
tidak mengatur pertanggungjawab
an pihak swasta.

Dalam keadaan demikian hukum
ruang angkasa nasional menjadi
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alat bagi negara untuk mengalihkan
pemenuhan tanggung jawab negara
tersebut kepada pihak swasta.’®
Praktek negara-negara seperti Ing
gris, Rusia dan Amerika Serikat me
nunjukkan bahwa pengalihan ter
sebut dapat berupa indemnifikasi
langsung dari pihak swasta kepada
negara atau berupa kewajiban pihak
swasta untuk menyediakan asuransi
tanggung jawab’” untuk kepentingan
negara.’”” Asuransi tanggung jawab
ini dianggap sebagai mekanisme ter
baik untuk mengalihkan beban pe
menuhan tanggung jawab negara
karena tanpa asuransi tersebut pi
hak swasta mungkin saja kadang
kala tidak mampu untuk menginden
tifikasi ne—:-gara.7

Mekanisme indemnifikasi atau
ke wajiban asuransi tersebut dapat
di hubungkan dengan persyaratan
per izinan menjalankan kegiatan
ruang angkasa.®® Dengan demikian
izin bagi pihak swasta menjalankan
kegiatan ruang angkasa mencakup
pula kewajiban indemnifikasi atau
penyediaan asuransi tanggungja
wab untuk kepentingan negara. Se
lain mengalihkan pemenuhan
pertanggung jawaban negara ke
pada pihak swasta, sistem perizinan
menjadi alat bagi negara untuk
memastikan agar kegiatan ruang
angkasa oleh pihak swasta tetap
sesuai dengan hukum ruang ang
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kasa internasional. Keharmonisan
antara hukum nasional dan hukum
internasional tersebut penting ka
rena negara tidak dapat mengelak
dari kewajiban internasional mereka
dengan alasan hukum nasional
mengatur kewajiban tersebut secara
berbeda.®” Bagaimana dengan
Indonesia sendiri?

Ada dua masalah yang perlu di
perhatikan berkaitan dengan hukum
ruang angkasa di Indonesia. Perta
ma, sampai saat ini belum ada peng
aturan di tingkat undang-undang
yang . secara komprehensif meng
atur kegiatan ruang angkasa. Peng
aturan yang ada masih bersifat sek
toral sehingga tidak dapat diberlaku
kan untuk seluruh kegiatan ruang
angkasa. Sebagai contoh, UU No.
36/1999 tentang Telekomunikasi
mengatur penggunaan orbit satelit.
Namun tentunya kegiatan ruang ang
kasa mencakup bidang-bidang lain
selain telekomunikasi. Dengan tidak
adanya pengaturan yang sistematis
dan komprehensif maka sulit pula
untuk mengidentifikasi asas-asas da
sar dan aturan umum yang menda
sari pengaturan kegiatan ruang ang
kasa di Indonesia. Pengundangan
UU Antariksa di harapkan dapat me
ngatasi masalah ini dan mencipta
kan suatu rezim hukum ruang angka
sa nasional yang komprehensif.

Kedua, pengaturan yang sifatnya

7
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Armel Kerrest. 2000. Special Need for National Legislation: the Case of Launching. Makalah pada
lokakarya Project 2001: Workshop on National Space Legislation. Munich: 1.1.S.L. Hal. 5 [selanjutnya
disebut Kerrest].
Asuransi tanggung jawab, atau liability insurance, adalah jenis asuransi yang menjamin penggantian
atas kewajiban memberikan kompensasi kepada pihak ketiga. Lihat Malcolm A. Clarke. 1997. Policies
and Perceptions of Insurance: An Introduction to Insurance Law. Oxford: Clarendon Press. Hal. 156.
Lihat Kerrest. Supra note 19. Hal. 6; Frans G. von der Dunk. Current and Future Development of
National Space Law and Policy. Artikel dalam Revista Brasileira de Direito Aerondutico e Espacial
No. 88/2005. §2, par. 4 [selanjutnya disebut von der Dunk].
von der Dunk. /bid. Contohnya ketika pihak swasta tidak mampu mengindemnifikasi negara karena
pihak swasta bersangkutan pailit.
Ibid. ;
Lihat lan Brownlie. 2003. Principles of Public International Law. 6th ed. Oxford: Oxford University
Press. Hal. 89. Lihat iuga berbagai vurisprudensi vang dikutip dalam sumber tersebut.
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sektoral tersebut sering pula belum
sepenuhnya sejalan dengan hukum
ruang angkasa internasional. Masa
lah ini terutama erat kaitannya deng
an pengaturan pertanggung jawab
an. Sebagai contoh, pasal 19(2) Per
aturan Menteri Kominfo No. 13/P/M.
KOMINFO/8/2005 tentang Penye
lenggaraan Telekomunikasi yang
Menggunakan Satelit menyatakan
bahwa penyelenggara satelit dan
penyedia kendaraan peluncur satelit
bertanggung jawab secara perdata
terhadap penanggulangan ganti rugi
apabila terjadi kerugian perdata ter
hadap suatu negara atau pihak lain.
Dengan demikian dalam hal ini se
olah-olah negara tidak menanggung
pertanggungjawaban. Walaupun
Per aturan Menteri Kominfo tersebut
tetap berlaku di Indonesia, namun
Peraturan tersebut tetap tidak meng
hapus pertanggungjawaban Indone
sia apabila negara atau pihak lain
mengajukan tuntutan kepada peme
rintah Indonesia berdasarkan hu
kum ruang angkasa internasional.

Mengingat dua masalah diatas
maka Indonesia membutuhkan sua
tu UU Keantariksaan yang dapat
menjadi undang-undang payung ba
gi seluruh kegiatan ruang angkasa
dan tetap sejalan dengan kewajiban
internasional Indonesia. Dalam bagi
an selanjutnya akan dibahas hukum
ruang angkasa nasional beberapa
negara yang telah lama melakukan
kegiatan ruang angkasa. Pembahas
an tersebut diharapkan dapat ber
guna sebagai bahan perbandingan
untuk pemben tukan UU Keantarik
saan Indonesia.
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VII. PERBANDINGAN PENGATUR
AN PERTANGGUNGJAWAB
AN DALAM HUKUM RUANG
ANGKASA NASIONAL BEBE
RAPA NEGARA

Hukum nasional yang akan di
bandingkan adalah hukum ruang
angkasa Amerika Serikat, Rusia, Ing
gris, dan Swedia. Kiranya daftar ter
sebut telah cukup mewakili gambar
an hukum ruang angkasa nasional
terutama dari sisi kapasitas negara-
negara tersebut yang dapat dibagi
menjadi negara adikuasa, negara
maju, dan negara berkembang da
lam konteks kegiatan ruang angka
sa.®? Dari pembandingan antara be
berapa hukum nasional tersebut
akan terlihat elemen-elemen skema
pengaturan pertanggung jawaban
dalam hukum nasional ruang ang
kasa. Seperti telah di singgung di
atas, umumnya negara-negara me
ngatur pertanggungjawaban swasta
lewat indemnifikasi langsung atau
lewat asuransi tanggung jawab.
Karena itu pembahasan dalam tiap-
tiap hukum nasional ruang angkasa
akan difokuskan kepada dua hal
tersebut.

A. Hukum Ruang Angkasa

Swedia

Hukum ruang angkasa Swedia
dibahas pertama kali karena hukum
ruang angkasa Swedia adalah yang
paling sederhana diantara hukum
ruang angkasa nasional negara-ne
gara maju yang aktif dalam kegiatan
ruang angkasa. Kegiatan ruang ang
kasa di Swedia diatur lewat Act on
Space Activities tahun 1982.%

Memang dalam daftar tersebut tidak ada negara berkembang. Hal ini karena memang hanya sedikit

Negara berkembang yang telah mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengembangkan
komersialisasi luar angkasa. Dengan demikian sedikit pula Negara berkembang yang telah
mengembangkan hukum luar angkasa nasional secara komprehensif.
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Undang-undang tersebut diberlaku
kan berkaitan dengan dibangunnya
stasiun peluncur satelit di Kiruna.
Namun stasiun tersebut tidak terlalu
menarik bagi peluncuran komersial
karena lokasinya yang jauh dari kha
tulistiwa. Perusahaan-perusahaan
Swedia di bidang telekomunikasi,
penginderaan jauh, dan sistem navi
gasi satelit umumnya meluncurkan
satelit mereka di stasiun di negara
lain Xang dekat dengan khatulis
tiwa.

Indemnifikasi swasta secara

umum

Indemnifikasi oleh swasta diatur

dalam pasal 6 Act on Space Activi

ties. Pasal ini adalah satu-satunya
pasal dalam undang-undang terse
but yang mengatur masalah pertang
gungjawaban swasta.®® Pasal 6 ter
sebut menyatakan bahwa:
“If the Swedish State on account
of undertakings in international
agreements has been liable for
damage which has come about
as a result of space activities
carried on by persons other than
the Swedish State, the persons
who have carried on the space
activitiey shall reimburse the Sta
te what has been disbursed on
account of the above-mentioned
undertakings....”

Terlihat bahwa kewajiban indemni
fikasi swasta berdasarkan pasal 6
diatas baru muncul setelah negara
memberikan kompensasi kepada

84
85

von der Dunk. Supra note 21. §6, par. 5.

pihak ketiga berdasarkan hukum
ruang angkasa internasional. Jadi
negara benar-benar menanggung
terlebih dahulu pemenuhan pertang
gungjawaban negara, baru kemudi
an pemenuhan tersebut diganti oleh
swasta.

Act on Space Activities sama se
kali tidak mengatur mekanisme asu
ransi tanggung jawab.®® Karena itu
maka dapat timbul masalah apa bila
ternyata dalam kasus tertentu pihak
swasta tidak mampu untuk meng
ganti kompensasi yang telah dibayar
kan pemenntah Swedia ke pada pi
hak ketiga.!” Walaupun pemerintah
secara teoritis dapat tetap mencan
tumkan asuransi sebagai salah satu
kewajiban pemegang izin, namun
tanpa adanya pengaturan spesifik
dalam undang-undang, kewenangan
tersebut sifatnya akan sangat subye
ktif dan kurang memberikan ke as
tian hukum bagi pemegang izin.®

B. Hukum Ruang Angkasa

Inggris

Preamble Outer Space Act Ing
gris secara spesifik menyatakan bah
wa undang-undang tersebut bertuju
an untuk mengimplementasikan ke
wajiban internasional Inggris teruta
ma berkaitan dengan kegiatan ru
ang angkasa yang dilakukan oleh
swasta.”’ Dengan demikian jelas
bahwa memang pengaturan kegiat
an ruang angkasa oleh swasta me
rupakan impetus diberlakukannya
undang-undang tersebut.

Lihat Review of existing national space legisiation illustrating how States are implementing, as appropriate, their

responsibilities to authorize and provide continuing supervision of non-governmental entities in outer space.
UNCOPUOS. UN Doc. A/AC.105/C.2/1.224 (2001), hal. 10 [selanjutnya disebut UNCOPUOS Review of National

Laws).
Lee. Supra note 5. Hal. 24.
von der Dunk. Supra note 21. §6, par. 4.
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g8

Niklas Hedman. 2001. Presentation on Swedish Legislation on Space Activities. Makalah pada lokakarya Project

2001: Workshop on National Space Legislation. Munich: 1.1.5.L. Hal. 137.

89

United Kingdom Outer Space Act 1986. Preamble par. 1,
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Indemnifikasi swasta secara
umum

Inggris mengatur indemnifikasi
swasta berdasarkan pasal 10(1)
Outer Space Act yang menyatakan
bahwa:

‘A person to whom this Act ap

plies shall indemnify Her Majes

ty’s government against any
claim brought against the govern
ment in respect of dama ge or
loss arising out of activities
carried on by him to which this
Act applies.”

Pengaturan indemnifikasi ini dapat
kita samakan dengan pengaturan
indemnifikasi dalam hukum ruang
angkasa Swedia diatas. Perbedaan
dengan hukum Swedia adalah bah
wa Inggris mensyaratkan penyedia
an asuransi tanggung jawab bagi
pihak swasta yang mengajukan per
mohonan izin untuk melakukan ke
giatan ruang angkasa.

Kewajiban swasta untuk menye

diakan asuransi tanggung jawab

Prosedur perizinan Inggris mewa
jibkan pihak swasta untuk menyedia
kan asuransi sebesar minimal £100,
000,000,- (kira-kira US $ 177,000,
000,-).*° Selain itu hukum ruang
angkasa Inggris tidak mengenal
pembatasan maksimum (ceiling)
atas kewajiban swasta untuk meng
indemnifikasi maupun untuk menye
diakan asuransi tanggung jawab.®'
Jadi apabila kompensasi yang telah
dibayarkan pemerintah Inggris ber
dasarkan hukum ruang angkasa

internasional melebihi besarnya asu
ransi, maka pihak swasta tetap ha
rus mengindemnifikasi pula kelebih
an tersebut. Jangka waktu ke wajib
an asuransi juga tidak dibatasi se
hingga kewajiban tersebut meliputi
keseluruhan jangka waktu operasi
satelit (in-orbit operation).*?

Walaupun dengan pengaturan
tersebut maka pemerintah Inggris
terjamin secara finansial, namun ke
tentuan ini dianggap terlalu membe
ratkan industri ruang angkasa Ing
gris.®® Karena teknologi yang makin
canggih dan standar kehati-hatian
yang tinggi, pihak swasta merasa ba
tas minimum asuransi yang diwajib
kan tidak sebanding dengan resiko
yang justru makin rendah. Rendah
nya resiko terbukti dari jarangnya
terjadi insiden yang menimbulkan ke
rugian bagi pihak ketiga. Kalaupun
ada kerugian kemungkinan besar
kerugian tersebut tidak sampal se
besar ratusan juta pound Beban
yang terlalu berat bagi pihak swasta
dapat mempengaruhi kemampuan
swasta untuk berkompetisi dengan
pesaing asing. Karena itu maka saat
ini parlemen Inggris sedang menln
jau kembali Outer Space Act.*®

C. Hukum Ruang Angkasa Rusia

Sebagai negara yang telah lama
aktif dalam kegiatan ruang angkasa,
hukum ruang angkasa Rusia terdiri
atas berbagai undang-undang mau
pun peraturan administratif yang me
ngatur berbagai aspek spesifik kegi
atan ruang angkasa.®*® Undang-un

% ).A. Vedda. 2006. Study of the Liability Risk-Sharing Regime in the United States for Commercial Space
Transportation. Cambridge: Volpe Nat’l. Transportation System Center. Hal. 49-50 [selanjutnya disebut Vedda).

% bid.

2 Ibid.
93

Lihat Risk and Legal Liability in Commercial Space Launches. Memorandum oleh International Space Brokers Ltd.

untuk House of Commons, The United Kingdom Parliament. 13 Juli 2000, Hal.1-2,

% Ibid.

% yedda. Supra note 33. Hal. 49-50.
96

45

UNCOPUOS Review of National Laws. Supra note 28. Hal. 6.
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dang yang memayungi berbagai
aturan tersebut adalah undang-un
dang ruang angkasa tahun 1993.%
Undang-undang tersebut mengatur
secara komprehensif kegiatan ru
ang angkasa oleh pihak swasta dan
diharapkan dapat mendorong ko
mersialisasi ruang angkasa yang ba
ru berkembang setelah runtuhnya
komunisme pada awal tahun 1990-
an.%®
Indemnifikasi swasta secara
umum
Indemnifikasi oleh undang-un
dang ruang angkasa Rusia diatur da
lam pasal 30. Ricky Lee menyimpul
kan terjemahan pasal 30 sebagai
berikut:
“The Russian legislation provi
des a guarantee on the part of
the Russian government for com
pensation for direct damage re
sulting from space activities and
cause impose liability on private
operators either abso lutely, in
case of damage caused on the
surface of the earth, or to the
extent of fault in case of damage
caused in outer space.”®
Ada beberapa hal yang patut di ko
mentari mengenai pasal 30 tersebut.
Pertama, Rusia hanya mengakui ke
rugian yang langsung ditimbulkan
oleh kegiatan ruang angkasa (direct
damage). Hal ini sebenarnya berbe

da dengan definisi damage dalam
hukum ruang angkasa internasional
yang mencakup pula kerugian tidak
langsung  (indirect  damage).'®
Karena itu seharusnya hukum ruang
angkasa Rusia disesuaikan dengan
definisi damage menurut hukum ru
ang angkasa internasional.

Kedua, pasal 30 diatas membe
dakan absolute dengan fault liability
sejalan dengan Liability Conventi
on.'®" Hal ini berbeda dengan un
dang-undang Swedia dan Inggris
yang tidak membedakan secara te
gas kedua macam liability tersebut
dalam undang-undang ruang angka
sa mereka. Dalam hal ini justru peng
aturan dalam hukum Inggris dan
Swedia yang lebih menyederhana
kan mekanisme indemnifikasi.
Dalam hukum kedua negara terse
but, indemnifikasi menjadi sekedar
proses formal untuk mengganti kom
pensasi yang telah di bayarkan pe
merintah. Sementara hukum Rusia
yang mengatur kembali liability da
lam hukum nasionalnya dapat meng
hadapi situasi ketika pihak swasta
dan negara berbeda pendapat meng
enai jenis liability yang seharusnya
berlaku.'%

Kewajiban swasta untuk menye

diakan asuransi tanggung jawab
Berdasarkan pasal 25 undang-

undang ruang angkasa Rusia, pihak

¥ Law on Space Activity. Federal Law No. 5663-1. 20 Agustus 1993. Diamandemen dengan Federal Law No. 147-F3.

29 November 1996
98

Untuk latar belakang pengaturan hukum luar angkasa Rusia lihat secara umum Vladlen S.

Vereshchetin. Artikel dalam Trends in National Regulation of Space Activities: The Soviet Union,
dalam Nandasiri Jasentuliyana (ed.). 1992. Space Law: Development and Scope. London: Praeger

Publisher. Hal, 59-71.

% Lee. Supra note 5. Hal. 18.

1% | ihat Peter Hanaappel. Some Observations on the Crash of the Cosmos 954. Artikel dalam Journal of

Space Law No. 6/1978. Hal. 148.

101 | ee. Supra note 5. Hal. 17-18.

102

Perbedaan pendapat ini bisa saja terjadi misalnya apabila tempat terjadinya kerugian masih menjadi

perdebatan, terutama karena sampai saat ini batas antara ruang udara dan luar angkasa masih
belum diatur secara definitif oleh hukum luar angkasa. Untuk pembahasan batas antara ruang
udara dan luar angkasa lihat, Diederik-Verschoor. Supra note 3. Hal. 15-18; van Bogaert. Supra

note 4. Hal. 11-15: Cheng. Supra note 6. Bab 2.
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swasta pemegang izin kegiatan ru
ang angkasa wajib menyediakan
asuransi tanggung jawab untuk ke
pentingan pemerintah Rusia. Besar
nya kewajiban tersebut akan ditentu
kan oleh pemerintah berdasarkan
penilaian kasus perkasus. Meng
ingat salah satu tahapan prosedur
perizinan adalah audit teknologl oleh
komisi ahli independen,'® tampak
nya penentuan besarnya asuransi di
dasarkan salah satunya atas pertim
bangan seperti jenis satelit dan kom
pleksitas teknologi yang diguna
kan'™ Dalam praktek besarnya asu
ransi berkisar antara US $ 80,000,
000,- sampai US $ 300,000,000,-
untuk satelit yang sangat cangglh
seperti Proton dan Soyuz.'®® Apabila
besarnya asuransi tidak mencukupi
untuk mengganti kompensasi yang
telah dibayarkan pemerintah Rusia,
maka pihak swasta harus men |n
demnifikasi kekurangan tersebut.’

D. Hukum Ruang Angkasa

Amerika Serikat

Sebagai satu-satunya negara adi
kuasa yang menjadi pemimpin di bi
dang ruang angkasa, Amerika Seri
kat memiliki industri ruang angkasa
yang paling maju. Hal ini juga terli
hat dari sistem hukum ruang angka
sa yang sudah sangat maju melebihi

1% pasal 11 UU Ruang Angkasa Rusia.

Lihat Vedda. Supra note 33. Hal. 52.
% Ibid.

104

106

negara-negara lain. Amerika Serikat
sudah mulai mengembangkan hu
kum ruang angkasa nasionalnya se
jak tahun 1950-an dengan undang-
undang NASA (National Aeronautics
and  Space  Administration).'®
Berbeda dengan negara-negara
yang telah dibahas di atas, Amerika
Serikat tidak mem punyai satu un
dang-undang payung yang meng
atur kegiatan ruang angkasa secara
komprehensif. '%

Sumber hukum ruang angkasa
Amerika Serikat terdiri dari bebera
pa undang-undang yang mengatur
kegiatan ruang angkasa spesifik se
perti undang undang peluncuran sa
telit, ' penginderaan jauh,""® dan sa
telit komunikasi.''! Berkaitan dengan
kegiatan komersial ruang angkasa,
pemerintah Amerika Serikat mem
berlakukan Commercial Space Act
yang mengamandemen undang-un
dang yang lain sehingga keseluruh
an perundang-undangan ruang ang
kasa Amerika Serikat diharmonisa
sikan untuk mendoron zg komersiali
sasi ruang angkasa.''* Undang-un
dang yang dalam hal ini relevan ber
kaitan dengan pertanggungjawaban
swasta adalah Commercial Space
Launch Act yang telah diamande
men tersendiri pada tahun 1988 dan
pada tahun 1998 oleh Commercial

107

108

109

110
111

112

Pasal 30 UU Ruang Angkasa Rusia. Pengecualian terhadap aturan ini adalah apabila kontrak peluncuran
somersial yang dilakukan dari stasiun peluncur milik negara menyatakan bahwa negara akan menanggung sisa
beban kompensasi apabila asuransi tidak mencukupi. Vedda. Supra note 33. Hal. 52.

Untuk pembahasan hukum luar angkasa secara umum, termasuk sejarahnya, lihat Jonathan F.
Galloway. Space Law in the United States. Artikel dalam dalam Nandasiri Jasentuliyana (ed.). 1992.
Space Law: Development and Scope. London: Praeger Publisher. Hal. 71-86.

UNCOPUOS Review on National Laws. Supra note 28. Hal. 13.

United States Commercial Space Launch Act of 1984. Diamandemen tahun 1988. 49 U.S.C.S., App.
§2605.

Telecommunications Act. Public Law 104-104. 104th Congress. 3 Januari 1996.

Land Remote Sensing Policy Act. Public Law 102-555. 102nd Congress. H.R. 6133, 28 Oktober 1992.
15 U.5.C. 5601,
UNCOPUQOS Review on National Laws. Supra note 28. Hal. 13,

47
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Space Act.
Kewajiban swasta untuk menye
diakan asuransi tanggung jawab
Commercial Space Launch Act ti
dak memberlakukan mekanisme in
demnifikasi swasta secara lang
sung. Undang-undang tersebut me
ngatur penggantian kompensasi
yang telah dibayarkan negara lewat
kewajiban asuransi.'™® Undang-un
dang tersebut menetapkan:
“When a launch or reentry licen
se is issued or transferred under
this chapter, the licensee or
transferee shall obtain liability
insurance or demonstrate finan
cial responsibility in amounts to
compensate for the maximum
probable loss from claims by: (a)
a third party for death, bodily
injury, or property damage or
loss resulting from an activity
carried out under the license;
and (b) the United States Go
vernment against a person for
damage or loss to Government
property resulting from an act
ivity carried out under the licen
Se."114
Sesuai dengan pengaturan di
atas, besar asuransi dihitung berda
sarkan perhitungan “Maximum Pro
bable Lost’ (MPS).""® MPS memper
hitungkan kemungkinan kerugian ter
besar yang dapat ditimbulkan oleh
suatu kegiatan ruang angkasa. Hal-
hal yang harus diperhitungkan untuk
menentukan MPS diantaranya ada
lah kerugian korban jiwa, harta ben
da, efek lingkungan, dan kerugian fi

113

14 pasal §70112(1).

15 |ihat Lee. Supra note 5. Hal. 22.
116 yedda. Supra note 33. Hal. 46,
1 pasal §70112(3).

8 pid,

119

nansial termasuk perhitungan hilang
nya keuntungan yang di harapkan
(loss of economic opportunity).''®
Namun besar kewajiban asuransi
berdasarkan perhitungan MPS da
lam Commercial Space Launch Act
dibatasi oleh ketentutan mengenai
besar maksimum asuran si (ceiling).

Undang-undang ruang angkasa
Amerika Serikat memberlakukan
pembatasan maksimum (ceiling)
asuransi tanggung jawab yang ha
rus disediakan pihak swasta, yaitu
US$500,000,000,- untuk gugatan pi
hak ketiga dan US$100,000,000,-
untuk kerugian yang mungkin terjadi
atas properti pemerintah Amerika
Serikat yang disebabkan oleh keg;
atan komersial ruang angkasa.'
Ceiling ini masih dapat diturunkan
apabila dapat dibuktikan bahwa be
sar maksimum asuransi tanggung
jawab untuk kegiatan ruang angka
sa yang tersedia di pasaran adalah
kurang dari US$500,000,000,-'"®
Pemerintah Amerika Serikat akan
menanggung kelebihan kompensasi
yang harus dibayarkan sampai se
besar US$1,500,000,000,- (jumlah
tersebut dihitung dengan penyesuai
an inflasi sejak tanggal 1 Januari
1989).""° Jadi pemerintah Amerika
Serikat justru berpotensi menang
gung sebagian besar beban pertang
gungjawaban yang seharusnya men
jadi beban pihak swasta.

Praktek Amerika Serikat yang
memberlakukan ceiling dan secara
sukarela menanggung sebagian per
tanggungjawaban pihak swasta men

Lee. Supra note 5. Hal. 19; Kerrest. Supra note 19. Hal. 6.

Pasal §70113. Tentu ketentuan ini hanya berlaku dalam hubungan antara pemerintah Amerika

Serikat dengan pihak swasta pelaku kegiatan komersial luar angkasa dan tidak berlaku atas
kewajiban internasional pemerintah Amerika Serikat.
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cerminkan kebijakan nasional Ameri
ka Serikat untuk mendorong komer
sialisasi ruang angkasa. Kegiatan ko
mersial ruang angkasa membutuh
kan investasi yang sangat besar
dengan resiko tinggi. Karena itu tan
pa adanya insentif dari negara indus
tri ruang angkasa tidak dapat ber
kembang pesat dengan sendiri
nya'?® Pengalaman Amerika Serikat
berkaitan dengan kebijakan ceiling
sendiri dapat mengilustrasikan pen
tingnya insentif negara. Ketika Com
mercial Space Launch Act pertama
kali diundangkan tahun 1984, un
dang-undang tersebut tidak member
lakukan ceiling atas besar asuransi
yang diwajibkan untuk mendapatkan
izin kegiatan komersial ruang angka
sa. Karena tidak adanya ceiling, se
dikit sekali investasi di bidang ruang
angkasa sebagaimana tercermin da
lam jumlah permohonan izin yang di
ajukan. Kebijakan ceiling tersebut
baru diatur dalam amandemen Com
mercial Space Launch Act yang per
tama tahun 1988. Sejak itulah kegiat
an komersial ruang angkasa mulai
berkembang dengan pesat.'?'

E. Kesimpulan: elemen-elemen
yang membentuk skema

Pertanggungjawaban atas keqi

atan ruang angkasa oleh pihak
swasta

Dari perbandingan beberapa hu
kum ruang angkasa nasional diatas
terlihat elemen-elemen skema peng
aturan pertanggungjawaban atas ke
giatan ruang angkasa oleh swasta
dalam hukum ruang angkasa suatu
negara.

Elemen pertama adalah indemni
fikasi. Mekanisme indemnifikasi te
lah menjadi cara yang digunakan

oleh negara-negara untuk memasti
kan bahwa pihak swasta turut ber
tanggung jawab atas kegiatan ko
mersial ruang angkasa yang mereka
jalankan. Walaupun pertanggungja
waban swasta tersebut menjadi ber
sifat tidak langsung, tetapi tampak
nya itulah kebijakan yang diterima
oleh semua negara dalam mengatur
pertanggungjawaban swasta. Sis
tem indemnifikasi akan jauh lebih
baik apabila disertai dengan kewajib
an swasta untuk menyediakan asu
ransi tanggung jawab untuk kepen
tingan pemerintah. Negara seperti
Swedia yang tidak memberlakukan
kewajiban asuransi menghadapi re
siko pihak swasta yang karena satu
dan lain hal tidak mampu mengin
demnifikasi negara.

Aspek kedua adalah asuransi
tanggung jawab untuk kepentingan
negara. Pengaturan asuransi dapat
memastikan bahwa pihak swasta
bertanggung jawab atas kegiatan ko
mersial ruang angkasa yang mereka
lakukan, minimal sebatas asuransi
yang diwajibkan. Dalam mengatur
kewajiban asuransi negara perlu
mempertimbangkan besarnya asu
ransi yang diwajibkan dan jangka
waktu kewajiban tersebut. Besarnya
asuransi perlu menggunakan kriteria
obyektif tetapi fleksibel seperti maxi
mum probable loss yang diberlaku
kan oleh Amerika Serikat. Apabila
kriteria tersebut terlalu kaku seperti
dalam Outer Space Act Inggris ma
ka pihak swasta dapat merasa bah
wa beban investasi di bidang ruang
angkasa terlalu berat. Hal tersebut
pada akhirnya dapat mempengaruhi
daya saing industri ruang angkasa
nasional.

Karena itulah maka aspek ter

120 stephen Doyle. Legal Aspects of Space Commercialisation. Dalam Nandasiri Jasentuliyana (ed.).
1992. Space Law: Development and Scope. London: Praeger Publisher. Hal. 128.

121

Lihat von der Dunk. Supra note 21. §4, A par. 3.
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akhir yang perlu dipertimbangkan
adalah kebijakan ruang angkasa
nasional negara itu sendiri. Dalam
menyusun hukum ruang angkasa
nasional negara perlu mempertim
bangkan aspek policy consideration.
Kebijakan seperti ceiling dalam hu
kum ruang angkasa Amerika Serikat
justru dimaksudkan untuk mendo
rong komersialisasi ruang angkasa.
Memang pada akhirnya pemerintah
Amerika Serikat kemungkinan turut
menanggung beban pertanggung
jawaban yang seharusnya hanya
dipikul pihak swasta. Namun hal itu
kembali kepada tujuan-tujuan yang
ingin dicapai oleh negara lewat ke
bijakan ruang angkasa nasional
mereka.

VIll. KESIMPULAN

Artikel ini telah memaparkan ba
gaimana skema pertanggungjawab
an atas kegiatan ruang angkasa
oleh pihak swasta sebaiknya diatur
dalam hukum ruang angkasa nasi
onal. Skema tersebut merupakan
model yang mengusahakan agar
pengaturan dalam hukum ruang ang
kasa nasional tetap sejalan dengan
pertanggungjawaban negara dalam
hukum ruang angkasa internasional.
Skema tersebut juga mempertim
bangkan perbandingan-perbanding
an dengan beberapa sistem hukum
ruang angkasa negara-negara yang
lebih maju. Kondisi Indonesia tentu
berbeda dari negara-negara tadi
sehingga Indonesia dapat saja me
ngatur pertanggungjawaban swasta
secara berbeda pula dalam UU Ke
antariksaan yang akan datang.
Namun idealnya elemen-elemen ter
tentu sebagaimana telah dibahas mi
nimal perlu ada dalam pengaturan

50

pertanggungjawaban tersebut. Di
harapkan skema pengaturan per
tanggungjawaban yang lahir dari UU
Keantariksaan dapat mendorong ke
majuan dunia keantariksaan Indo
nesia.
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